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ABSTRACT
Economic growth is inextricably linked to its inherent challenges, one of which is inequality. Although often viewed as the concentration hub for Indonesia's economic growth, the island of Java, particularly Western Java, is not immune to this issue. This research aims to identify the magnitude of inequality occurring in Western Java and to pinpoint the regions that exert the strongest influence on this regional disparity. The study employs the Theil Entropy Index analysis, which is conducted in stages: first, calculating intra-regional inequality (within) for each respective province, and second, calculating inter-regional inequality (between) across the provinces. The results of the analysis indicate that West Java Province exhibits the highest level of inequality, followed by DKI Jakarta Province. The province with the lowest level of inequality is Banten Province.
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ABSTRAK
Pertumbuhan ekonomi tidak dapat terlepas dari permasalahannya yang mana salah satunya adalah ketimpangan. Pulau Jawa, khususnya Jawa Bagian Barat, meskipun seringkali dianggap sebagai konsentrasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia ternyata tidak terlepas dari permasalahan ketimpangan tersebut. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi seberapa besar ketimpangan yang terjadi di Jawa Bagian Barat serta wilayah mana saja yang memiliki dominasi kuat terhadap proses ketimpangan wilayah tersebut. Metode yang digunakan adalah analisis Indeks Entropi Theil yang dilakukan bertahap yaitu perhitungan ketimpangan dalam wilayah (intra) di masing – masing provinsi dan ketimpangan antar wilayah (inter). Hasil dari analisis menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki nilai ketimpangan tertinggi, disusul oleh Provinsi DKI Jakarta, dan provinsi dengan ketimpangan terendah adalah Provinsi Banten.
Kata Kunci: ketimpangan regional, Indeks Entropi Theil, Jawa Bagian Barat

Pendahuluan
Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama pembangunan daerah, namun sering kali disertai ketimpangan distribusi pendapatan antarwilayah (Yoertiara & Feriyanto, 2022). Di Indonesia, perbedaan potensi sumber daya alam, karakteristik demografis, dan alokasi belanja pemerintah menyebabkan variasi perkembangan ekonomi antar daerah (Sjafrizal, 2008; Syaifudin dkk., 2022). Fenomena ini sejalan dengan Hipotesis Kuznets yang menjelaskan bahwa ketimpangan cenderung meningkat pada tahap awal pembangunan dan menurun setelah ekonomi maju (Pratiwi, 2021). Ketimpangan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan jangka panjang dan memperlebar kesenjangan kesejahteraan (Yunitasari dkk., 2023)
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada triwulan III Tahun 2025 Pulau Jawa sebagai pusat aktivitas ekonomi nasional menyumbang lebih dari 56-57% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, namun kesenjangan antar kabupaten/kota masih tajam, terutama di wilayah Jawa bagian barat yang mencakup DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Hal ini tercermin dari nilai rasio Gini Provinsi Jawa Barat sebesar 0,428 pada September 2024, serta perbedaan tajam PDRB per kapita antara Kota Tangerang (Rp 96,89 juta) dan Kabupaten Pandeglang (Rp 11,29 juta) di Provinsi Banten (Sabaha dkk., 2025). Kawasan metropolitan seperti Jakarta dan Bandung tumbuh pesat dengan infrastruktur lengkap, sementara wilayah hinterland dan pesisir tertinggal dalam akses ekonomi dan layanan publik (Pravitasari dkk., 2024). Kondisi ini mencerminkan adanya spatial imbalance akibat konsentrasi aktivitas ekonomi di pusat-pusat pertumbuhan (Damaringtyas & Yuliarmi, 2024)
Untuk memahami ketimpangan secara komprehensif, dibutuhkan alat ukur yang tidak hanya menilai tingkat ketimpangan tetapi juga sumbernya. Dalam literatur ekonomi regional, terdapat berbagai ukuran yang digunakan untuk mengukur ketimpangan, antara lain Koefisien Gini, Kurva Lorenz, dan Indeks Entropi Theil (Cowell, 2011; De Maio, 2007). Koefisien Gini banyak digunakan karena sifatnya yang sederhana dan mudah diinterpretasikan, namun ukuran ini memiliki keterbatasan dalam menjelaskan asal-usul ketimpangan, apakah bersumber dari perbedaan antarwilayah atau di dalam wilayah itu sendiri (Wiseman dkk., 2017). Sementara itu, Indeks Entropi Theil memberikan keunggulan analitis karena memungkinkan dekomposisi ketimpangan menjadi dua komponen utama yaitu ketimpangan di dalam wilayah (within-group inequality) dan ketimpangan antar wilayah (between-group inequality) (Pratiwi, 2021). Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa penerapan Indeks Entropi Theil mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pola ketimpangan pembangunan dan menjadi dasar yang kuat bagi perumusan kebijakan pemerataan yang berbasis data (Agustina, 2025; Yunitasari dkk., 2023).
Dengan demikian, analisis ketimpangan antar kabupaten/kota di Pulau Jawa bagian barat melalui pendekatan Indeks Entropi Theil menjadi penting untuk dilakukan. Hasilnya diharapkan dapat menunjukkan tidak hanya sejauh mana tingkat ketimpangan terjadi, tetapi juga di mana sumber utama ketimpangan tersebut berada. Informasi ini akan berguna bagi perancang kebijakan untuk merumuskan strategi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah Jawa bagian barat.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder untuk mengkaji ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah di 41 kabupaten/kota di Pulau Jawa Bagian Barat, yang mencakup Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Data yang digunakan meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan jumlah penduduk setiap kabupaten/kota tahun 2024, yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Penggunaan data ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat ketimpangan ekonomi antarwilayah berdasarkan perbedaan kontribusi dan pendapatan per kapita di kawasan Jawa Bagian Barat.
Analisis ketimpangan wilayah dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Indeks Theil, yang pertama kali diperkenalkan oleh Theil & Uribe (1967) dan mampu mengukur ketimpangan baik antarindividu maupun antardaerah berdasarkan distribusi pendapatan atau kontribusi ekonomi (Cowell, 2003). Indeks ini digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah berdasarkan kontribusi ekonomi dan pendapatan per kapita.
Keunggulan Indeks Theil terletak pada kemampuannya untuk mendekomposisi ketimpangan total menjadi dua komponen utama, yaitu ketimpangan intra-kelompok (dalam satu provinsi) dan inter-kelompok (antarprovinsi) (Ammar & Bachtiar, 2024). Komponen utama Indeks Theil terdiri dari  untuk mengukur ketimpangan antar kelompok atau antar wilayah, dan  untuk menilai ketimpangan di dalam suatu kelompok atau dalam satu wilayah geografis yang sama. Dengan menggabungkan kedua komponen tersebut, diperoleh total ketimpangan () yang memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat ketimpangan di suatu wilayah atau negara (Cao & Tao, 2024).
Dalam konteks penelitian ini, Indeks Theil digunakan untuk menganalisis tingkat ketimpangan ekonomi berdasarkan PDRB per kapita di kabupaten/kota di wilayah Jawa Bagian Barat. Indeks ini dinilai sesuai karena mampu menggambarkan distribusi pendapatan dan kontribusi ekonomi secara rinci, sekaligus menunjukkan perbedaan ketimpangan dalam wilayah (within-region) dan antar wilayah (between-region) (Ammar & Bachtiar, 2024).
1. Ketimpangan Dalam Wilayah (Intra-Kelompok)
Mengukur perbedaan pendapatan antar kabupaten/kota dalam setiap provinsi di wilayah Jawa Bagian Barat. Rumus Indeks Theil dalam provinsi:
Keterangan:
	= Indeks Theil dalam provinsi
	= Total pendapatan per kapita kabupaten/kota dalam provinsi
	= Total pendapatan per kapita seluruh kabupaten/kota dalam provinsi
	= Jumlah penduduk kabupaten/kota
	= Jumlah penduduk provinsi
Total ketimpangan dalam provinsi:

1. Ketimpangan Antar Wilayah (Inter-Kelompok)
Mengukur perbedaan pendapatan per kapita di antara tiga provinsi yang ada di wilayah Jawa Bagian Barat. Rumus Indeks Theil antar provinsi:
Keterangan:
	= Indeks Theil antar provinsi
	= PDRB per kapita provinsi ke-i
	= Total PDRB
	= Jumlah penduduk provinsi ke-i
	= Total jumlah penduduk
1. Perhitungan Ketimpangan Wilayah Jawa Bagian Barat
Setelah menghitung  dan , ketimpangan wilayah Jawa Bagian Barat dapat dihitung dengan:
Kriteria interpretasi hasil:
1. Nilai Indeks Theil yang besar menunjukkan ketimpangan ekonomi yang lebih tinggi dan distribusi pendapatan yang kurang merata.
1. Nilai Indeks Theil yang kecil menunjukkan ketimpangan ekonomi yang rendah dan distribusi pendapatan yang lebih merata.
Ammar & Bachtiar (2024) menjelaskan mengenai kriteria interpretasi Indeks Entropi Theil yang dapat dilihat pada Tabel 1.
[bookmark: _Ref214133459]Tabel 1 Kriteria interpretasi Indeks Theil
	Nilai Indeks Theil (T)
	Kategori Ketimpangan
	Interpretasi

	0 ≤ T < 0,1
	Ketimpangan sangat rendah
	Ketimpangan hampir tidak ada; distribusi pendapatan atau kontribusi sangat merata.

	0,1 ≤ T < 0,3
	Ketimpangan rendah
	Ada sedikit perbedaan, tetapi distribusi masih relatif merata.

	0,3 ≤ T < 0,5
	Ketimpangan sedang
	Menunjukkan adanya ketimpangan, namun belum ekstrem.

	0,5 ≤ T < 0,7
	Ketimpangan tinggi
	Ketimpangan cukup besar; menunjukkan adanya konsentrasi pendapatan di kelompok tertentu.

	T ≥ 0,7
	Ketimpangan sangat tinggi
	Ketimpangan sangat besar; kontribusi ekonomi atau pendapatan terkonsentrasi pada sebagian kecil kelompok.




Hasil dan pembahasan
Berikut adalah tampilan data terkait PDRB per Kapita, Jumlah Penduduk, dan pangsa PDRB per Kapita dari masing – masing kabupaten/kota di Jawa Bagian Barat yang dapat dilihat pada Tabel 2.

[bookmark: _Ref214096266]Tabel 2 PDRB per Kapita, Jumlah Penduduk, dan Pangsa PDRB per Kapita
	Provinsi
	Kabupaten/Kota
	PDRB per Kapita
(ribu rupiah)
	Populasi
(ribu jiwa)
	Rata – Rata PDRB per Kapita Provinsi
(ribu rupiah)
	Pangsa PDRB per Kapita

	
	
	
	
	
	

	Banten
	Kabupaten Pandeglang
	21.928,59
	1.326,00
	77.724,41
	0,28

	Banten
	Kabupaten Lebak
	23.377,24
	1.449,20
	
	0,30

	Banten
	Kabupaten Tangerang
	113.998,21
	3.400,50
	
	1,47

	Banten
	Kabupaten Serang
	63.255,33
	1.701,80
	
	0,81

	Banten
	Kota Tangerang
	125.060,32
	1.964,00
	
	1,61

	Banten
	Kota Cilegon
	88.628,11
	455,60
	
	1,14

	Banten
	Kota Serang
	26.863,08
	734,90
	
	0,35

	Banten
	Kota Tangerang Selatan
	73.052,84
	1.399,50
	
	0,94

	DKI Jakarta
	Kepulauan Seribu
	113.454,00
	28,80
	202.335,44
	0,56

	DKI Jakarta
	Kota Jakarta Selatan
	224.339,00
	2.230,70
	
	1,11

	DKI Jakarta
	Kota Jakarta Timur
	117.326,00
	3.086,00
	
	0,58

	DKI Jakarta
	Kota Jakarta Pusat
	510.015,00
	1.044,30
	
	2,52

	DKI Jakarta
	Kota Jakarta Barat
	154.508,00
	2.479,60
	
	0,76


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Tabel 1 (lanjutan)
	Provinsi
	Kabupaten/Kota
	PDRB per Kapita
(ribu rupiah)
	Populasi
(ribu jiwa)
	Rata – Rata PDRB per Kapita Provinsi
(ribu rupiah)
	Pangsa PDRB per Kapita

	
	
	
	
	
	

	DKI Jakarta
	Kota Jakarta Utara
	209.550,00
	1.815,60
	202.335,44
	1,04

	Jawa Barat
	Bogor
	32.712,50
	5.682,30
	35.284,77
	0,93

	Jawa Barat
	Sukabumi
	19.704,19
	2.828,00
	
	0,56

	Jawa Barat
	Cianjur
	14.780,76
	2.585,00
	
	0,42

	Jawa Barat
	Bandung
	25.981,05
	3.753,10
	
	0,74

	Jawa Barat
	Garut
	17.030,46
	2.717,00
	
	0,48

	Jawa Barat
	Tasikmalaya
	15.034,29
	1.920,90
	
	0,43

	Jawa Barat
	Ciamis
	20.934,24
	1.259,20
	
	0,59

	Jawa Barat
	Kuningan
	16.893,33
	1.213,90
	
	0,48

	Jawa Barat
	Cirebon
	16.507,08
	2.388,00
	
	0,47

	Jawa Barat
	Majalengka
	20.286,95
	1.352,50
	
	0,57

	Jawa Barat
	Sumedang
	23.557,40
	1.187,10
	
	0,67

	Jawa Barat
	Indramayu
	35.893,75
	1.914,00
	
	1,02


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Dapat dilihat bahwa terdapat beberapa wilayah di masing – masing provinsi yang memiliki pangsa PDRB per Kapita yang melebihi 1. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB per Kapita di wilayah tersebut jauh melampaui rata – rata PDRB per Kapita di provinsinya. Contohnya adalah Kota Bandung yang memiliki pangsa 2,61 yang menunjukkan bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut hampir tiga kali lipat melampaui rata – rata di Provinsi Jawa Barat. Secara sekilas hal ini dapat diasumsikan sebagai pendorong terhadap ketimpangan tersebut.
Beberapa studi menunjukkan efektifitas dari analisis indeks entropi Theil dalam mengidentifikasi ketimpangan wilayah. Dalam skala makro, terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa ketimpangan antar pulau di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dengan ketimpangan di dalam masing – masing pulau (Ammar & Bachtiar, 2024). Penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan ketimpangan wilayah yang diakibatkan dari kenaikan harga bahan bakar yang menunjukkan terdapat wilayah – wilayah yang rentan terhadap kenaikan harga suatu bahan pokok (Moroshkina, 2020). Hasil dekomposisi Indeks Entropi Theil dapat dipecah menjadi pembahasan mengenai ketimpangan dalam wilayah (within-region inequality) dan ketimpangan antar wilayah (between-region inequality). Kedua hal tersebut memberikan gambaran komparatif mengenai ketimpangan wilayah di Jawa Bagian Barat.

0. Disparitas Parsial Jawa Bagian Barat
Pengukuran within-region inequality yang menggunakan perhitungan Theil Intra dilakukan untuk mengetahui kabupaten/kota mana saja yang merupakan kontributor terhadap ketimpangan. Hasil analisis pada Tabel 3 menggambarkan disparitas parsial () yang menjadi komponen dalam perhitungan .
[bookmark: _Ref214131202]Tabel 3 Disparitas Parsial pada Kabupaten/Kota di Jawa Bagian Barat
	Provinsi
	Kabupaten/Kota
	PDRB per Kapita
	Rasio PDRB
	Td

	Jawa Barat
	Cianjur
	14,780.76
	0.42
	-0.36

	Jawa Barat
	Tasikmalaya
	15,034.29
	0.43
	-0.36

	Jawa Barat
	Cirebon
	16,507.08
	0.47
	-0.36

	Jawa Barat
	Kuningan
	16,893.33
	0.48
	-0.35

	Jawa Barat
	Garut
	17,030.46
	0.48
	-0.35

	.
	.
	.
	.
	.

	.
	.
	.
	.
	.

	Banten
	Kota Tangerang
	125,060.32
	1.61
	0.77

	DKI Jakarta
	Kota Administrasi Jakarta Barat
	154,508.00
	0.76
	-0.21

	DKI Jakarta
	Kota Administrasi Jakarta Utara
	209,550.00
	1.04
	0.04

	DKI Jakarta
	Kota Administrasi Jakarta Selatan
	224,339.00
	1.11
	0.11

	DKI Jakarta
	Kota Administrasi Jakarta Pusat
	510,015.00
	2.52
	2.33


Sumber: Hasil Analisis, 2025

Dapat dilihat bahwa dari 5 kabupaten/kota dengan PDRB per Kapita tertinggi dan terendah memiliki nilai Td (disparitas parsial) yang beragam. Angka negatif pada Td dapat diartikan bahwa kabupaten/kota tersebut tidak berkontribusi terhadap ketimpangan yang terjadi di wilayahnya sementara angka positif menunjukkan adanya kontribusi terhadap ketimpangan wilayah yang mana semakin besar angkanya maka semakin besar pula kontribusinya terhadap ketimpangan. Sebaran wilayah dengan masing – masing nilai disparitas parsial dapat dilihat pada Gambar 1.
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[bookmark: _Ref214132570]Gambar 1 Visualisasi Spasial Disparitas Parsial di Jawa Bagian Barat

0. Ketimpangan Regional Wilayah Jawa Bagian Barat
[bookmark: _Ref214133534]Tabel 4 Nilai Indeks Entropi Theil Intra dan Inter di Wilayah Jawa Bagian Barat
	Provinsi
	Populasi (ribu jiwa)
	Rata – Rata Total PDRB per Kapita Provinsi (ribu rupiah)
	Theil Intra Provinsi

	Banten
	12.431,50
	77.724,41
	0,17

	DKI Jakarta
	10.685,00
	202.335,44
	1,63

	Jawa Barat
	50.345,20
	35.284,77
	2,93

	Total Theil Intra
	4,73

	Theil Inter
	0,29

	Theil Total = Theil Inter + Σ Theil Intra
	5,02


Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel 4 menjelaskan bahwa Provinsi Banten memiliki nilai Tintra 0,17 yang mana termasuk dalam ketimpangan rendah. Hal ini disebabkan disparitas parsial di Provinsi Banten umumnya menunjukkan tanda negatif yang artinya hanya ada sebagian kecil wilayah saja yang berkontribusi terhadap ketimpangan di Provinsi Banten. Namun, hal ini kontras dengan kondisi perekonomian yang mana dari beberapa bukti empiris terdapat ketimpangan antara Banten Utara dan Banten Selatan (Syaifudin dkk., 2025). Ketimpangan terbesar berada di Provinsi Jawa Barat dengan nilai 2,93. Berdasarkan data yang dianalisis, beberapa kota besar di Provinsi Jawa Barat seperti Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang berkontribusi besar terhadap ketimpangan di Provinsi Jawa Barat yang mana secara proporsi PDRB per Kapita, ketiga wilayah tersebut memang jauh melebihi dari rata – rata PDRB per Kapita di Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini terbalik dengan Provinsi Banten yang mana walaupun terdapat konsentrasi PDRB per Kapita yang besar di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Cilegon, proporsinya tidak terlalu jauh dengan wilayah lain di Provinsi Banten. Sementara itu, Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai 1,63 yang artinya ketimpangan termasuk sangat tinggi. Hal ini menunjukkan juga bahwa ibukota tidak terlepas dari ketimpangan. Total ketimpangan untuk wilayah Jawa Bagian Barat adalah 5,02 dengan rincian 4,73 untuk Theil Intra dan 0,29 untuk Theil Inter. Nilai tersebut bermakna bahwa ketimpangan dalam wilayah di masing – masing provinsi masih jauh lebih dominan dibandingkan ketimpangan antar wilayah di Jawa Bagian Barat.
0. Pembahasan
Hasil yang menunjukkan kecilnya ketimpangan yang terjadi di Provinsi Banten yang mana dilihat dari nilai indeks Theil. Namun, berdasarkan observasi makroekonomi menunjukkan adanya ketimpangan khususnya antara wilayah Tangerang Raya (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan) dengan Banten Selatan (Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang). Fenomena ini memunculkan gap interpretatif antara perhitungan nilai indeks dengan kondisi sosial-ekonomi yang sebenarnya.
Adanya perbedaan ini merupakan akibat dari karakteristik matematis dari indeks Theil yang sensitif dengan bobot ukuran ekonomi wilayah. Wilayah – wilayah dengan kontribusi PDRB yang besar memberikan pengaruh proporsional yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang membiliki kontribusi PDRB yang lebih kecil. Secara data, Tangerang Raya, khususnya Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan memiliki kontribusi PDRB yang relatif tinggi untuk Provinsi Banten yang dibuktikan dengan hasil perhitungan komponen Theil (Td) yang bertanda positif, yang dapat merujuk pada Tabel 3. Adapun nilai untuk Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang masing – masing adalah 0,77 dan 0,56. Nilai positif lainnya yang ada di Provinsi Banten dimiliki oleh Kota Cilegon dengan nilai 0,15. Hal tersebut berarti ketiga wilayah tersebut memiliki proporsi PDRB melampaui rata – rata PRDB di Provinsi Banten.
Fenomena ini sejalan dengan literatur yang menjelaskan bahwa indeks Theil lebih representatif di tingkat agregasi yang tinggi ketika data antarwilayah menunjukkan variasi proporsional yang ekstrem, namun dapat menghasilkan bias interpretasi ketika terdapat dominasi satu atau beberapa pusat pertumbuhan (regional economic dominance bias). Oleh karena itu, penggunaan indeks Theil dalam kajian regional seperti ini perlu dilengkapi dengan indikator lain (misal Gini wilayah, rasio PDRB per kapita, indeks Williamson, dan indikator pembangunan manusia) untuk memberikan gambaran ketimpangan yang lebih komprehensif.
Dengan demikian, meskipun nilai indeks Theil menunjukkan ketimpangan yang rendah, interpretasi substantif tetap menyimpulkan adanya ketimpangan spasial antardaerah di Provinsi Banten. Hal ini menegaskan bahwa analisis statistik indeks ketimpangan perlu dipahami bersamaan dengan konteks spasio-ekonomi, struktur ekonomi regional, serta pola distribusi aktivitas pembangunan agar interpretasinya tidak parsial.

Penutup
Penelitian ini menunjukkan bahwa memang terjadi ketimpangan di Pulau Jawa Bagian Barat. PDRB per Kapita sebagai salah satu indikator ekonomi dalam kajian ini memiliki dampak yang besar terhadap identifikasi ketimpangan yang terjadi. Akan tetapi terdapat temuan yang mana Provinsi Banten ternyata memiliki ketimpangan yang paling rendah dibandingkan dua provinsi lainnya dan Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi yang memiliki ketimpangan tertinggi untuk wilayah Jawa Bagian Barat. Temuan dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa wilayah yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap ketimpangan merupakan kabupaten/kota yang pertumbuhan ekonominya ditopang oleh aktivitas industri seperti Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Selain itu, Kota Tangerang Selatan dan juga Kota Bandung yang dominasi aktivitas ekonominya adalah perdagangan dan jasa juga turut dalam meningkatkan ketimpangan. Hal tersebut dapat diasumsikan bahwa perputaran ekonomi berpusat pada wilayah – wilayah yang bergerak di sektor sekunder dan sektor tersier.

Saran
Dari hasil temuan analisis terdapat beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan diantaranya:
1. Dalam rangka memperkecil jarak ketimpangan antar wilayah, maka Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kembali diversifikasi aktivitas ekonomi di daerahnya terutama untuk wilayah – wilayah yang seringkali dianggap tertinggal.
1. Fokus diversifikasi ekonomi dapat berupa transformasi perlahan dari ketergantungan terhadap sektor primer kepada sektor sekunder.
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggambarkan ketimpangan wilayah dengan lebih komprehensif dengan cara menganalisis faktor – faktor apa saja yang sebetulnya menyebabkan ketimpangan di Jawa Bagian Barat.

Daftar Pustaka
Agustina, D. T. (2025). Analysis Of Income Inequality in Java Island and its Influencing Factors in 2012-2023. Media Trend, 20(1).
Ammar, Z., & Bachtiar, N. (2024). Measuring Economic Contribution and Per Capita Income Disparities in Indonesia Using the Theil Index. MARGINAL JOURNAL OF MANAGEMENT ACCOUNTING GENERAL FINANCE AND INTERNATIONAL ECONOMIC ISSUES, 4(1), 144–154. https://doi.org/10.55047/marginal.v4i1.1529
Cowell, F. (2011). Measuring Inequality, 3rd edn, London School of Economics Perspectives in Economic Analysis. Oxford, online edn, Oxford Academic. doi.
Damaringtyas, A., & Yuliarmi, N. N. (2024). Determinan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi, 8(2).
De Maio, F. G. (2007). Income inequality measures. Journal of Epidemiology & Community Health, 61(10), 849–852.
Moroshkina, M. V. (2020). Regional inequality by the Theil index. Finance and Credit, 26(10), 2310–2327. https://doi.org/10.24891/fc.26.10.2310
Pratiwi, M. C. Y. (2021). Analisis Ketimpangan Antarwilayah dan Pergeseran Struktur Ekonomi di Kalimantan: Analysis of Across Region Inequality and Economic Structure Shift in Kalimantan. Jurnal Borneo Administrator, 17(1), 131–154.
Pravitasari, A. E., Indraprahasta, G. S., Rustiadi, E., Rosandi, V. B., Stanny, Y. A., Wulandari, S., Priatama, R. A., & Murtadho, A. (2024). Dynamics and predictions of urban expansion in Java, Indonesia: continuity and change in mega-urbanization. ISPRS International Journal of Geo-Information, 13(3), 102.
Sabaha, A., Hanum, K. F., Mumtaz, A., Amilia, L., Rajan, G., Fadhilah, M. F., Futri, A., Habibah, L., & Desmawan, D. (2025). Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Wilayah: Studi Kasus Kota Tangerang Dan Kabupaten Pandeglang. Bursa: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 4(1), 37–42.
Sjafrizal. (2008). Ekonomi regional: Teori dan aplikasi. Baduose Media.
Syaifudin, R., Haidat Mangara, T., Desmawan, D., & Setyadi, S. (2025). A Spatial Econometric Approach on Addressing Determinants of Regional Inequality. Economics Development Analysis Journal, 14(2), 200–211. https://doi.org/10.15294/edaj.v14i2.24478
Syaifudin, R., Verliana, A. D., Setyadi, S., & Desmawan, D. (2022). Analisis ketimpangan pembangunan dan klasifikasi wilayah antar kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020. Journal of Business and Economics Research (JBE), 3(2), 117–124.
Wiseman, V., Lagarde, M., Batura, N., Lin, S., Irava, W., & Roberts, G. (2017). Measuring inequalities in the distribution of the Fiji Health Workforce. International journal for equity in health, 16(1), 115.
Yoertiara, R. F., & Feriyanto, N. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan provinsi-provinsi di pulau Jawa. Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, 1(1), 92–100. https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JKEK.vol1.iss1.art9
Yunitasari, D., Fauzan, A., & Prianto, F. W. (2023). Reducing Regional Disparity in Java : A Spatial Econometrics Approach. 24(1), 129–140. https://doi.org/10.23917/jep.v24i1.18532

[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]This work is licensed under CC BY-SA 4.0
4  | BELEID: JOURNAL OF ADMINISTRATIVE LAW AND PUBLIC POLICY, Vol. 1 No. 1, (Mei, 2023), ISSN.---------
445 | PROCEEDINGS NATIONAL CONFERENCE SISI INDONESIA II, 2025.
image1.png
“Thel Kabupaten Koz
-oy-on
00-03
03-12
o203
-5




image2.png




image3.png
OJS

OPEN JOURNAL SYSTEMS





image4.png
; Crossrefd





image5.jpeg
OPEN
ACCESS




image6.png




